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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, akhirnya naskah Buku Monograf ini dapat
diselesaikan oleh Penulis. Ada beberapa alasan yang mendorong
penulis berusaha menerbitkan Buku Monograf yang berjudul
“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat dalam Tindak
Pidana Kekerasan”.

Pertama, Buku Monograf ini diharapkan akan memberikan
sumbangan signifikan dalam upaya peningkatan kualitas
pembelajaran. Dengan adanya Buku Monograp ini, diharapkan
mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan Hukum dengan lebih
mudah dan fokus.

Kedua, buku Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang
Terlibat Dalam Tindak Pidana Kekerasan bertujuan agar orang tua
terutama lebih memberikan peran penting terhadap anak seperti
perhatian, kasih sayang, hak-hak anak diberikan, sehingga tumbuh
kembang anak berjalan dengan baik dari perkembangan jasmani
maupun Rohani. Selain itu, masyarakat sekitar atau tetangga pun
harus lebih peka lagi terhadap keadaan dan kondisi sekitar jika ada
seorang anak yang membutuhkan pertolongan atau perlindungan
ketika berada didalam rumah maupun diluar rumah. Dengan
adanya kolaborasi yang baik antara orang tua dengan masyarakat
serta didukung oleh lembaga-lembaga yang bergerak dalam
perlindungan. anak diharapkan kejadian tindak pidana yang
dilakukan oleh anak tidak terjadi dikemudian hari.

Dalam kesempatan ini, perkenankan penulis mengucapkan
terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kami
dalam menyusun naskah buku monograp ini.
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Buku monograf ini diharapkan bisa menjadi tambahan
referensi bagi para akademisi dan masyarakat pada umumnya
dalam rangka menambah khasanah pengetahuan tentang anak
sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Penulis tentunya
menyadari bahwa dalam penulisan buku monograf ini masih
banyak kekuarangan sehingga saran dan kritik diterima dengan
lapang. Terakhir, semoga buku monograf ini memberikan manfaat
bagi semua.

Tim Penulis
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BAB
TINJAUAN UMUM

TENTANG ANAK

A. Pengertian Anak

Anak merupakan pribadi yang sangat berbeda jika di
bandingkan dengan orang dewasa, baik jika dilihat secara fisik
maupun secara psikologis. Terkadang, anak mengalami masa-
masa yang tidak mudah sehingga mendorongnya untuk
melakukan tindakan yang berlawanan dengan hukum yang
berlaku. Indonesia sendiri merupakan negara hukum yang
sangat menjunjung tinggi penegakan hukum. Di masa sekarang
ini sering terjadi tindak pidana kekerasan hingga menyebabkan
kematian yang tidak hanya di lakukan oleh orang dewasa, tetapi
juga dilakukan oleh anak-anak, baik secara secara sendiri hingga
bersama-sama, dari yang tidak terencana hingga terencana.

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda
dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena
mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.! Oleh karna itu
anak-anak perlu diperhatikan secara sungguhsungguh. Akan
tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemabh,
ironisnya anak-anak justru sering kalidi tempatkan dalam posisi
yang paling di rugikan, tidakmemiliki hak untuk bersuara, dan
bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasa dan
pelanggaran terhadap hak-haknya.?

12 R.A. Koesnan, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia,
(Bandung :Sumur, 2005) , hal. 113
2 Arif Gosita, Masalah perlindungan Anak, (Jakarta : Sinar Grafika,
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BAB

A.

TINJAUAN UMUM
TENTANG TINDAK
PIDANA KEKERASAN

Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam
hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan
perbuatan yang melanggar hukum pidana. Banyak pengertian
tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai
berikut: Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang
diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu
kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman
pidana.’® Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan
(handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat
melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan
yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.!4
Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan
yang pelakunya dikenakan hukuman pidana.’®

Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut
teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan
karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana
untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan
kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah

13 17 Tri Andrisman. Hukum Pidana. Universitas Lampung. 2007.

Bandar Lampung. hlm 81
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B AB PERTANGGUNGJAWABAN

A.

PIDANA TERHADAP ANAK
YANG MELAKUKAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN

Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut
dengan teorekenbhaardheid dalam arti untuk menentukan
apakah seseorang dipertanggungjawabkan atas suatu tindak
pidana yang terjadi atau tidak. Definisi mengenai
pertanggungjawaban pidana dikemukakan oleh Simon “sebagai
suatu keaadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan
pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut.
Dasar adanya tangggungjawab dalam hukum pidana adalah
keadaaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan
pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan
perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga
orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut.”?”
Untuk dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatanya maka
pembuat masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang
melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan. Dengan kata
lain pembuat harus dapat dipertanggungjawabkan atas
perbuatanya atau jika kita lihat dari sudut perbuatanya,
perbuatanya tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan
kepada orang tersebut. Dalam hal ini berlaku asas “Tiada pidana
tanpa kesalahan”. Hukum dan kebenaran, merupakan suatu

27 Sutan Remy Sjahdeini, 2006, ”Pertanggungjawaban Pidana

korporasi,PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
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BAB PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP ANAK YANG

MELAKUKAN TINDAK

PIDANA KEKERASAN

A. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses yang dilakukan
upaya untuk berfungsinya norma-norma di dalam hukum yang
nyata yang menjadi pedoman pelaku dalam hubunganan
hukum yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat serta
bernegara.® Ditinjau dari segi subyeknya, penegakan hukum itu
bisa dilakukan oleh subyek yang sangat luas dan dapat diartikan
sebagai upaya dari penegakan hukum yang melibatkan semua
subyek hukum di dalam setiap hubungan yang terkait dengan
hukum. Siapa saja yang berstatus untuk menjalankan aturan-
aturan yang sifatnyanormatif atau tidak melakukan sesuatu
dengan mendasarkan diri terhadapnormahukum yang berlaku,
berarti ia menjalankan aturan hukum atau melakukan sesuatu.
Yang memiliki arti sempit, segi subyeknya, penegakan hukum
itu hanya sebagai upaya penegakan hukum tertentu untuk
memastikan serta menjamin tegaknya dari hukum tersebut, bila
diperlukan aparatur penegak hukum itu dibolehkan untuk
menggunakan daya untuk memaksa.

Pengertian penegakan hukum dapat dilihat dari segi
obyeknya, vyaitu dari segi hukumnya.Dalam hal ini
pengertiannya membahas mengenai berbagai makna yang luas
dan sempit.Dalam arti yang luas, penegakan hukum itu dapat

35 Tutik, Titik Triwulan. 2006. Pengantar lilmu Hukum. Jakarta :
Prestasi Pustakarya, hlm 6.
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